
 

BUPATI MOROWALI UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN  BUPATI MOROWALI UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MOROWALI UTARA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur tata cara  

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2016; 

   b.  bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat  : 1.   Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

SALINAN 



  3. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik  

   Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4.  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5243); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi 

Sulawesi Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5414); 

  7. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 

Nomor 5495); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republlik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5678); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 



  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya. 

 14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 540); 

 15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903); 



 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2016 ; 

 17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 18. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Morowali Utara  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara  

Nomor 08) ; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 

Tahun 2015 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018); 

  20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29   Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 

(Berita Daerah  Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 

Nomor 032) ; 

  21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor   4 Tahun 2016 

tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016; 

  22.  Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor   5  Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara 

Tahun Anggaran 2016; 

  23. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor  

188.45/KEP.B.MU/0070/V/2016 tentang  Besaran 

Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 

Anggaran 2016; 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2016. 
 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah  Bupati Morowali Utara. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

5. Pedoman Penyusunan APB-Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang 

harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam 

Penyusunan dan Penetapan APB Desa. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman penyusunan APB-Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi  

a. umum; 

b. prinsip penyusunan APB-Desa; 

c. pokok–pokok Kebijakan Penyusunan APB-Desa; dan  

d. pelaksanaan APB-Desa. 

(2) Uraian Standar Biaya Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2016,   Satuan Biaya Honorarium, Standar Perjalanan Dinas Aparatur 

Desa, Kode Desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

         Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Morowali Utara. 

        

Ditetapkan di   Kolonodale 
pada tanggal 2 Mei 2016 

                     
  BUPATI MOROWALI UTARA, 

 TTD 

                                                               APTRIPEL TUMIMOMOR 

 

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 2 Mei 2016 
 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 
 

 TTD 
 
 YALBERT TULAKA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

            Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

    ATRA T. TAMEHI, SH  

      NIP. 19701226 200212 1 005 

 

 


